
BUPATI TANAH LAUT

PROVINSIKALIMANTANSELATAN

TENTANG

I
SISTEMPENGELOLAANPENGADUANPELAYANANPUBLIK

MELALUILAYANANASPIRASIDANPENGADUANONLINERAKYAT (LAPOR)

BUPATITANAHLAUT,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja layanan
publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik
maka perlu mengatur sistem pengelolaan pengaduan
layanan publik dari para penggunajasa pelayanan;

bahwa sebagai upaya meningkatkan keterpaduan dan
efisiensi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) diperlukan Tata Kelola dan
Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pJsal67 ayat
(3)Peraturan Presiden Nomor95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
menyebutkan bahwa keterpaduan Proses Bisnis
pengaduan pelayanan publik diterapkan melalui
integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b.

c.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruc c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
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Nomor 51, Tambahan Lembaran Negar, Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republikl Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undarig-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Urrdang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahanjkedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran ~egara Rebuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negru:;aRepublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
191);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten tang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 );

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengeloaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGEWLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI LAYANAN
ASPlRASIDANPENGADUANONLINERAKYAT(LAPOR).
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Tanah Laut.

8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
danj atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

9. Pembina Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pembina adalah
Pimpinan KementerianjLembaga dan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab pelayanan publik.

10. Penanggung Jawab Pelayanan Publik adalah pimpinan kesekretariatan
lembaga darr/atau pejabat yang langsung ditunjuk oleh pembina dalam
pengelolaan pengad uan pelayanan pu blik.

11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

12. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan
publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang­
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
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13. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai
dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan,

14. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang
selanjutnya disebut SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam
pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara
dalarnkerangka sistem informasipelayanan publik.

15. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
LAPOR yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR!adalah layanan
penyarnpaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang
terintegrasi dalarn pengelolaanpengaduan secara berjenjang pada setiap
Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi bekerja sarna
denganKantorStaf Presidendan OmbudsmanRepublikIndonesia.

16. Admin Nasional adalah Pelaksana pengelolaan pengaduan pelayanan
publik nasional pada Kementerianuntuk mengelolapengaduan nasional
melaluiaplikasi SP4N-LAPOR!.

17. Admin Instansi/Organisasi adalah Pelaksana pengelolaan pengaduan
pelayanan publik di Kementeriarr/Lembagadan Pemerintah Daerah yang
ditugaskan oleh Pembina/Penanggung Jawab untuk mengelola
pengaduan pelayananpublikmelaluiaplikasi SP4N-LAPOR!.

18. Pejabat Penghubung adalah pimpinan/pegawai di lingkungan Satuan
Kerja Penyelenggara yang bertugas menindaklanjuti dan memantau
penyelesaianpengaduan.

19. Admin Unit PenyelenggaraPelayanan yang selanjutnya disebut Admin
UPP adalah pegawai di lingkungan Satuan Kerja Penyelenggarayang
bertugas membantu peran pejabat penghubung dalarn pendistribusian
danIatau penyelesaian pengaduan pada intemal unit penyelenggara
masing-masing.

20. Pelapor adalah seluruh warga negara Indonesia atau penduduk yang
memberlkan laporan baik bersifat pengaduan maupun bukan bersifat
pengaduan.

21. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk
baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang
menyarnpaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan
publik.

22. Pengaduan adalah penyarnpaian keluhan yang disarnpaikan pengadu
kepada pengelolapengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana
yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban
danIatau pelanggaranlarangan olehPenyelenggara.

23. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,
melampaui wewenang,menggunakan wewenanguntuk tujuan lain dari
yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau
pengabaian kewajiban hukum dalarn penyelenggaraanpelayanan publik
yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang
menimbulkan kerugiaan materiil danZatau immaterial bagi masyarakat
dan orang perseorangan.
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24. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan
sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille,
bahasa gambar dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual
ataupun elektronik.

25. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut
Sistem adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna.

26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah
serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

27. Proses Bisnis adalah merupakan sekumpulan perkerjaan atau aktivitas
yang terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu
masalah atau untuk menghasilkan produk ataupun layanan (untuk
meraih sebuah tujuan tertentu).

Pasal2

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu

melalui mekanisme Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR);dan

b. memberikan Kepastian tindak lanjut penyelesaian pengaduan bagi
penyelenggarapelayanan publik dan masyarakat.

Pasal3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam
penyelesaian tindak lanjut pengaduan;

b. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan telmologi
informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan; dan

c. mewujudukan integrasi, singkronisasi, dan sinergi dalam
penyelenggaraanSPBE.

BABIII
PEDOMANSISTEMPENGELOLAANPENGADUANPELAYANANPUBLIK

Pasal4

Pedoman SP4N melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR)di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.
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BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal [,C~~.Qltb:r Jo2.-0

Diundangkan di PeJilhari
pad tanggal Co ~ bra- Uw

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR l{~
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LAMPlRANPERATURANBUPATI'FANAHLAUT
NOMOR It& TAHUN2020
TANGGAL:it> W-t~he.r to'1,;o I

PEDOMANSISTEMPENGELOLAANPENGADUANPELAYANANPUBLIK
MELALUILAYANANASPIRASIDANPENGADUANONLINERAKYAr(LAPOR)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningka.tan kinerja
pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berba1ailangkah
perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik
semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan
dalam memperoleh hak-haknya. Salah satu perubahan perbaikan
pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pu lik adalah
melalui penguatan partisipasi masyarakat melalui pengadua~ pelayanan
publik yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Thhun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga diperoleh
pengelolaan pelayanan publik yang baik.

Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik,
diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang
berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara
(service providers) dan dari aspek kepentingan penerima layanan
(customers). Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan
pengaduan merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan
penerima layanan merupakan saran a menyampaikan pengaduan untuk
mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan
pelayanan publik tidak dapat lagi dilakukan secara manual. Oleh karena
itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat atau LAPOR!sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk
mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan
keberlanjutan dalam suatu mekanisme tertentu.

B. MAKSUD

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam emberikan
kepastian tindak lanjut penyelesaian pengaduan bagi penyelenggara
pelayanan publik dan masyarakat.
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c. TUJUAN

Pedoman penyelenggaraan sistem pengelolaan pelayanan publik
nasional bertujuan agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat terwujud
kepastian dalam penyelesaiantindaklanjut pengaduan.

D. RUANGLINGKUP

Ruang lingkuppedoman ini meliputi :
1. Kelembagaan.
2. Sumber DayaManusia.
3. KodeEtik.
4. Pembiayaandan Sarana Prasarana.
5. Mekanisme Sistem Pengelolaan

PublikNasional.
6. Pemantauan, Pelaporandan Evaluasi.
7. PerjanjianTingkatLayanan (Service Level Agreement).
8. Pembinaandan Pengawasan.
9. Keterhubungarr/Integrasi Sistem Pengelolaan

Pelayanan PublikNasional.

Pengaduan Pelayanan

10. Proses Bisnis Pengelolaan, Evaluasi, Pemantauan, dan
PemanfaatanData SP4N-LAPOR!.
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BAB II
KELEMBAGAAN

Kelembagaan pengelolaan
merupakan Tim pengelolaan
tugas:
1. Pembina:

a. menjamin terselenggaranyapengelolaanpengaduan pelayan publik di
Kabupaten Tanah Laut yang meliputi organisasi, sUIfber daya
manusia, dan anggaranyangmemadai; dan

b. memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam
penyelenggaraanpengelolaanpengaduan pelayanan publik di Kabupaten
Tanah Laut.

pengaduan pengaduan pelayanrn publik
pengaduan pelayanan publik yang mempunyai

2. PenanggungJawab/Ketua:
a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan

penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator
dan target yang ditetapkan;

b. melakukan evaluasiatas kinerja pengelolaanpengaduan; dan
c. memimpin, mengoordinasikan, memonitor, dan ~engevaluasi

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian
pengelolaanpengaduan masyarakat.

3. Anggota:
a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi

kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target
status pengaduan terlihat lamban;

b. merencanakan,
program dan
masyarakat;

c. melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat
daerah dan masyarakat;

d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina atau
PenanggungJawab/Ketua; dan

e. melaksanakan tugas terkait pengelolaanpengaduan yang diberikan oleh
PenangungJawab/Ketua.

menyinkronisasi, dan mengonfirmasikan rencana
rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan

4. PengelolaPengaduarr/Tim Admin:
a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola

LayananAspirasidan Pengaduan Online Rakyat di levelNasionaluntuk
ditindaklanjuti;

b. menyalurkan pengaduan kepada pengelolapengaduan pada Organisasi
Penyelenggara/Batuan Kerjaatau pejabat di lingkunganmasing-masing
berdasarkan kategoripengaduan; I

c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian
pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi
Penyelenggara;



11

d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi
jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta
penyelesaian terhadap pengaduan; dan

e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan
Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, untuk
diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang dit rima tidak
sesuai dengan kewenangannya.

5. PejabatPenghubung:
a. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi

Penyelenggara/Satuan Kerjauntuk ditindaklanjuti;
b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggarayang diadukan untuk

segeramenindaklanjutipengaduan; I
c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Batuan Ketja;

dan
d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kep da Kepala

Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja.
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BAB III
SUMBERDAYAMANUSIA

Sumber daya manusia yang mengelolaoperasional SP4N-LAPOR!,terdiri dari
Aparatur Sipil Negara dan Tenaga lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. PengelolaanoperasionalSP4N-LAPOR!melip ti fungsi:
a. analisis pengaduan bertugas mengelola, memverifikasi, meneruskan

laporan masyarakat, dan memonitortindak lanjut pengaduan;
b. analisis sistem bertugas memastikan proses pengintegrasian aplikasi

pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan SP4N-LAPOR!dan
memberikanmasukan terhadap pengembanganSP4N-LAPOR!;dan

c. pengolahan data dan pelaporan bertugas untuk memantau dan
mengolah data statistik dari SP4N-LAPOR!serta menyusun dan
menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada
pimpinan.

SP4N-LAPORdikelolasecara berjenjangoleh :
a. admin Nasional yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan

pengaduan pada tingkat nasional;
b. admin Instansi/Organisasi yang bertugas mengkoordinasikan

pengelolaan pengaduan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan
PemerintahDaerah; dan

c. pejabat Penghubung yang bertugas mengkoordinasikan
pengelolaanpengaduan pada tingkat unit kerja organisasi.

Jumlah pengelolabaik secara fungsi dan jenjang pengeloladapat disediakan
sesuai beban kerja.
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BABIV
KODEETIK

A. Kewajibandan larangan

1. Kewajiban

Pengelolapengaduan SP4N-LAPOR!wajib :
a. menyampaikan seluruh pengaduan yang bersifat manual

kedalamsistem SP4N-LAPOR!;
b. melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!

dalam penyelesaiantindak lanjut pengaduan;
c. memintadata pendukung kepada pengadu apabila dibutuhkan;
d. menyelesaikan pengaduan hingga tuntas sesuai dengan

jangka waktu penyelesaian pengaduan yang telah ditentukan;
dan

e. dalam menjalakan tugas, semua jajaran pengelola engaduan
wajibmenjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi
pengadu, substansi pengaduan, dan dokumen-dokumenyang
berhubungan dengan penyelesaian pengaduan yang bersifat
rahasia dan sensitif.

2. Larangan

Pengelolapengaduan SP4N-LAPOR!dilarang:
a. menghentikanproses pengaduan;
b. menyebarluaskanidentitas pengadu;
c. menyebarluaskaninformasidan dokumen;dan
d. memanfaatkan informasiyang diperolehuntuk kepentingan lain

selain penyelesaianpengaduan.

3. Sanksi

Pimpinan Instansi secara bertingkat dapat memberikan sanksi
mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian kepada pengelola
pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

•
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BABV
PEMBIAYAANDANSARANADANPRASARANA

A. Pembiayaan

Pembinawajibmenjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan
pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansi
masing-masing yang terdiri dari pengembangan kapasitas SDM
pengelola, sosialisasi publik, dan dukungan sarana dan prasarana
pengelolaanpengaduan.

B. Sarana dan prasarana pengelolaanpengaduan pelayanan publik

1. Pembina wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan
pengaduan pelayanan publik. ±

2. Sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan pelay an publik
yang disediakan dengan memperhatikan kelompok bet ebutuhan
khusus.

3. Sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik
berupa:
a. tempar/ruangan pengaduan, kotak pengaduan formulir

pengaduan dan alat tulis; dan
b. perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang

dapat terhubung SP4N-LAPOR!.
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BABVI
MEKANISMESISTEMPENGELOLAANPENGADUANPELAYANANPUBLIK

Pengaduan dapat disampaikan melalui media berikut:
a. aplikasi SP4N-LAPOR;
b. SMS;
c. media sosial;
d. website;
e. aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;dan
f. lainnya.

A. Penerimaan Pengaduan

B. Prosedur pengelolaan pengaduan

Prinsip prosedur pengelolaan pengaduan harus bersifat responsif,
objektif, adil, rahasia, dan akuntabel.
1. Telaah dan Verifikasi

a. admin Nasional melakukan telaah dan verifikasi atas
pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga)hari kerja, dalam
bentuk:
1) memverifikasi pengaduan mulai dari identitas

pelapor, substansi sampai data dukung pengaduan yang
diterima;

2) merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa
atau berupa indikasi pelanggaran terhadap peraturan
perundang- undangan;

3) mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
4) melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan

serta meminta dokumen pendukung kepada
pengadu apabila diperlukan;

5) memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur
anonim dan rahasia;

6) menentukan kelayakan dan kelengkapan pengaduan
untuk diteruskan kepada Admin Instansij organisasi atau
tidak;

7) apabila pengaduan telah dinyatakan lengkap,
pengaduan diteruskan kepada Admin instansij organisasi
berdasarkan kategori pengaduan sesuai dengan prosedur
yang berlaku;

8) apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat
aspirasi dapat diteruskan danj atau direspon langsung
oleh Admin Nasional;

9) pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih dari 1
(satu) instansi dapat ditembuskan kepada pihak
yang memiliki kewenangan terhadap pengaduan tersebut;

10) apabila pengaduan dinyatakan tidak lengkap, Admin
Nasional wajib meminta kelengkapan data kepada
pengadu;



b. admin Instansi/Organisasi melakukan telaah dan venfikasi atas
pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam
bentuk:
l) memverifikasi pengaduan mulai dari identitas

pelapor, substansi sampai data dukung penga uan yang
diterima; I
merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa
atau berupa indikasi pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan;
mengidentifikasisubjek dan objekpengaduan;
melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan
serta meminta dokumen pendukung kepada
pengadu apabila diperlukan; I
memastikan perlu atau tidaknya penggun,aan fitur
anonim dan rahasia;
menentukan kelayakan dan kelengkapan pengaduan
untuk diteruskan kepada pejabat penghubung atau tidak;
apabila pengaduan telah dinyatakan lengkap, admin
instansi/organisasi meneruskan pengaduan kepada
pejabat penghubung di lingkungan masing-masing
berdasarkan kategori pengaduan sesuai dengan prosedur
yang berlaku;
apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat
aspirasi dapat diteruskan danZatau direspon langsung
olehAdminInstansi/Organisasi;
pengaduan yang memerlukan koordinasi le ih dari 1
(satu) instansi dapat ditembuskan kepada pihak
yang memilikikewenanganterhadap pengaduan tersebut;

12) apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan
.kewenangannya,admin instansi/organisasi meneruskan
pengaduan kepada AdminNasional;

13) pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan
pelanggaran hukum oleh aparatur, Admin Instansi/
Organisasi berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan
Intem Pemerintah (APIP)yang terhubung dengan SP4N­
LAPOR!untuk ditindaklanjuti;

14) melakukan input pengaduan secara langsung baik
berupa, surat pengaduan, tatap muka, call center,
dan sebagainya,kedalamaplikasi SP4N-LAPOR!;

11)

16

12)

pengadu yang dalam jangka waktu 10 (sepuluh] hari
kerja tidak memberikan kelengkapan data, maka
pengaduannya akan diarsipkan; dan
melakukan input pengaduan secara lang ung baik
berupa, surat pengaduan, tatap muka, call center,
dan sebagainya,kedalamaplikasi SP4N-LAPORL

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)
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c. Pejabat penghubung di setiap Penyelenggara emberikan
telaah, verifikasidan respon terhadap pengaduan y~g diterima
sesuai denganjangka waktu penyelesaianyang telah ditentukan,
dalam bentuk :
1) memverifikasipengaduan mulai dari identitas pengadu,

substansi sampai data dukung pengaduan yang diterima
melalui Satuan Kerja Penyelenggarauntuk disampaikan
kedalamsistem SP4N-LAPOR!;
memastikan perlu atau tidaknya penggunlaan fitur
anonim dan rahasia;
memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan
yang diterimamelaluiAdminInstansij Organisasi;
merespon pengaduan yang diterima sesuai dengan
kewenangannya;
apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai
dengan kewenangannya,Pejabat Penghubungmeneruskan
pengaduan kepadaAdminInstansijOrganisasi.

2)

3)

4)

5)

C. Jangka WaktuTindakLanjut PenyelesaianPengaduan

Tindaklanjut dilakukan dengan cermat, cepat, dan tidak mele ihi jangka
waktu penyelesaiansejak pengaduan diterima oleh pejabat p nghubung,
~i: I
1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif

maksimaldiselesaikandalam 5 (lima)hari kerja. I
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan danjatau

tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya
diselesaikandalam 14(empatbelas)hari kerja.

3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan
pemeriksaan lapangan selambat - lambatnya diselesaikan dalam 60
(enampuluh) hari kerja.

D. Mekanisme,Tata Cara, dan PedomanTindakLanjut

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan mengacu pada mekanisme, tata
cara dan pedomanpengelolaanpengaduan pelayanan publik nasional:
1. Admin Nasional dalam melakukan tindaklanjut penyelesaian

pengaduan yaitu :
a. melakukan pemantauan
b. InstansijOrganisasi;
c. melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik

berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang
permasalahan pengaduan serta penyelesaian
pengaduan dan dilaporkankepada Menteri;

d. mengkoordinimasikan Admin Instansij Organisasi dalam
menindaklanjutiPengaduanyang bersifat lintas instansi; dan

e. tugas lain atas petunjuk pimpinan.

atas tindaklanjut Admin

secara
diterima,
terhadap
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2. Admin Instansi/Organisasi dalam melakukan tindak lanjut
penyelesaian pengaduan diantaranya:
a. melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian

pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi
Penyelenggara;

b. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada
Pembina/Penanggung Jawab;

c. melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima,
permasalahan pengaduan serta penyelesaian terhadap
pengaduan;

d. mengkoordinir pejabat penghubung pada masing - masing
instansi terkait dalam menindaklanjuti Pengaduan yang
bersifat lintas instansi; dan

e. tugas lain atas petunjuk pimpinan.

3. Pejabat Penghubung dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian
pengaduan diantaranya:
a. pejabat penghubung mengkomunikasikan pengaduan yang

diterima dari Admin Instansi/Organisasi kepada pejabat
berwenang di lingkungan instansi masing-masing untuk
ditindaklanjuti;

b. memantau tindak lanjut pengaduan dari pejabat berwenang
terkait penyelesaian pengaduan;

c. berkoordinasi dengan Admin UPP dan/ atau Aparat
Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) dalam penyelesaian
pengaduan apabila diperlukan;

d. memberikan informasi kepada Admin Instansij Organisasi
mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah-langkah
yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian;

e. memberikan respon awal dan jawaban atas tindak
lanjut penyelesaian pengaduan; dan

f. tugas lain atas petunjuk pimpinan.
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BAB VII
PEMANTAUAN,PELAPORAN,DANEVALUASI

A. Pemantauan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

1. Pembina/Penanggung Jawab melalui Admin Instansi/Organisasi
bertanggung jawab atas percepatan dan kualitas output penyelesaian
pengaduan melalui langkah-langkah berikut:
a. melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian

pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi
Penyelenggara;

b. melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala
meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, permasalahan
pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;

c. mengkoordinir pejabat penghubung pada masing - masing instansi
terkait dalam menindaklanjuti pengaduan yang bersifat lintas
instansi;

d. menetapkan indikator dan target output kinerja pengelolaan
pengaduan;

e. melakukan pemantauan secara berkala atas penyelesaian
pengaduan pada Organisasi Penyelenggara sejak pengaduan
didisposisikan, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan
untuk setiap substansi pengaduan, sebagai berikut :

1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir waktu
penyelesaian permintaan informasi;

2) selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sebelum batas akhir
waktu, penyelesaian pengaduan yang tidak berkadar
pengawasan dan/ atau tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan; dan

3) selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari sebelum batas
akhir waktu penyelesaian pengaduan yang memerlukan
pemeriksaan lapangan.

f. apabila dalam jangka waktu tertentu setelah intervensi belum juga
ada jawaban final atas penyelesaian pengaduan, pejabat
penghu bung menginformasikan kendala dan tindakan yang akan
atau telah dilakukan kepada pengadu untuk memenuhi target
jangka waktu penyelesaian; dan

g. admin Instansi/Organisasi memberikan respon terhadap
pengawasan berjenjang yang dilakukan oleh Admin Nasional.

B. Pelaporan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
1. Admin instansi/organisasi membuat laporan secara

berkala mengenai kinerja penyelesaian pengaduan berupa laporan
statistik serta bentuk publikasi lainnya dalam Sistem Informasi
Pelayanan Publik yang selanjutnya disampaikan kepada
penanggung jawab.

2. Pelaporan kinerja penyelesaian pengaduan paling sedikit
meliputi, jumlah laporan masuk, belum direspon, belum
diselesaikan, serta rata-rata tindak lanjut penyelesaian pengaduan.
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C. Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
1. Penanggung jawab melakukan evaluasi atas penyebab pengaduan

dan penyelesaiannya, serta menetapkan tindakan korektif dan
rekomendasi atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan, sesuai
materi pengaduan.

2. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan
sekali dalam setahun.

3. Hasil evaluasi dipublikasikan pada Sistem Informasi Pelayanan
Publik dan dapat diunduh oleh publik.

4. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pembina sebagai
sarana pengambilan keputusan, penyempumaan kebijakan dan
perbaikan kualitas pelayanan publik.

5. Penanggung jawab melakukan kompilasi praktik-praktik yang
baik dan inovasi dalam penyelesaian pengaduan.
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BAB VIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

v , "~4-:'"
'\"!~

A.Pembinaan
1. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik

meliputi: pengaturan, pengawasan, bimbingan, penilaian, dan
evaluasi yang dilakukan secara berjenjang.

2. Penanggung Jawab pelayanan publik mendorong terciptanya inovasi
pengelolaanpengaduan dan pemanfaatan data pengaduan.

3. Hasil pembinaan pada tingkat penyelenggara disampaikan Pembina
kepada Menterimelalui SP4N-LAPOR!.

B.Pengawasan
1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Menteri pada tingkat

nasional dan Pembina pada tingkat penyelenggara pengelolaan
pengaduan pelayanan publik.

2. Pembina memberikan apresiasi danjatau sanksi dalam rangka
pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan di lingkungan
masing- masing.

3. Hasil pengawasan disampaikan oleh Menteri pada tingkat nasional
kepada Presiden dan diumumkan kepada masyarakat.

4. Sistem pengelolaan pengaduan yang telah terintegrasi dengan SP4N­
LAPOR!wajib dilaporkan statusnya kepada Pembina sebagai salah satu
indikator kinerja pelayanan publik.
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BABIX
KETERHUBUNGAN/INTEGRGASISISTEMPENGEWLAAN

PENGADUANPELAYANANPUBLIK

1. Setiap SKPD yang telah memiliki sistem pengelolaan pengaduan
pelayanan publik diwajibkan mengintegrasikan sistem tersebut
dengan SP4N-LAPORL

2. Setiap SKPDyang tidak memiliki sistem pengelolaan pengaduan wajib
menggunakan SP4N-LAPOR!sebagai wadah pengelolaan pengaduan
pelayanan publik.

2. Mekanisme Integrasi sebagaimana dimaksud, dilakukan proses sebagai
berikut:

a. Penanggung Jawab pelayanan publik memastikan tersedianya sistem
pengelolaan pengaduan secara berjenjang di lingkungan Penyelenggara
untuk diintegrasikan dengan SP4N-LAPOR!;

b. pengintegrasian dengan SP4N-LAPOR!sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara mengajukan
permohonan pengintegrasian kepada Kementerian;

c. Kementerian memastikan tersedianya sumber daya manusia yang
berfungsi menganalisis sistem dan melakukan assessme t terhadap
permohonan pengintegrasian aplikasi pengelolaanpengaduan;

d. hasil assessment berupa rekomendasi akan disampaikan oleh
Kementerian kepada Penyelenggara untuk melakukan proses
pengintegrasian lebih lanjut; dan

e. Penyelenggara wajib memberikan jawaban atas rekomendasi yang
telah dikirimkan Kementerianpaling lambat 30 (tigapuluh) Hari Kerja.
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BABX
PROSES BISNIS

1. PROSES BISNIS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK MELALUI LAYANANASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT,
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2. PROSES B1SN1S PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALU S1 SERTA
PEMANFAATAN DATA SP4N-LAPOR! PEMER1NTAH KABUPA'DEN TANAH
LAUT

Laporan Hasil Evaluasi

c Laporan Berkala I Statistik
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